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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam upaya penguatan sistem Presidensial multipartai maka 

diterapkan sistem Presidential Threshold dengan tujuan untuk 

penyederhanaan Partai Politik yang berada di Parlemen agar tidak 

terjadinya pembeludakan calon Presiden dan Wakil Presiden. dengan 

demikian untuk mencalonkan calon Pemimpin negara Partai Politik 

harus memenuhi persyaratan ambang batas yang telah ditentukan, 

dimana persentase ambang batas yang ada dianggap terlalu tinggi 

sehingga menyulitkan Partai Politik kecil untuk mengajukan bakal 

calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan Partai Politik dalam 

sistem Presidential Threshold  di Indonesia, khususnya Partai Politik 

kecil, juga dinilai cenderung tidak berperan penting dalam koalisi Partai 

Politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Akibat terbelenggu 

oleh Partai Politik yang lebih dominan. 

2. Implikasi penerapan Presidential Threshold terhadap Partai Politik Di 

Indonesia yakni membatasi jumlah partai politik yang boleh mengusung 

calon presiden dan wakil presiden, berpotensi membawa dampak positif 

terhadap stabilitas politik di Indonesia. Pembatasan tersebut mendorong 
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pembentukan koalisi yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan 

Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan. Selain itu juga 

dapat mengurangi resiko Pemerintahan yang tidak stabil akibat adanya 

terlalu banyak peserta yang ikut serta dalam Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden.  

B. Saran 

1. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi besaran 

ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang 

pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana 

ambang batas Presidential Threshold dianggap terlalu tinggi dengan 

cara menurunkan persentase menjadi sepuluh persen (10%) agar tidak 

menghambat kebijakan Presiden dalam mengambil kebijakan yang 

notabene harus diawasi oleh Parlemen sehingga penguatan sistem 

Presidensial dalam kerangka multipartai tetap terwujud. Presidential 

Threshold sebesar sepuluh persen (10%) tersebut diharapkan mampu 

untuk memberikan keringanan dalam pengajuan bakal calon Presiden 

dan Wakil Presiden. 

2. Penerapan Presidential Threshold di Indonesia dapat memiliki 

implikasi positif seperti meningkatkan stabilitas Politik, mengurangi 

Fragmentasi dan mempermudah pembentukan Pemerintahan yang 

kokoh, namun juga dapat menimbulkan kontroversi terkait representasi 

demokratis. Maka sebab itu implementasinya diharapkan dapat 

dipertimbangkan secara hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara 
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stabilitas dan pluralisme politik. selain itu Transparansi penetapan 

Threshold dan kriteria yang jelas perlu diterapkan untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan. 
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